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KEKUATAN SMART CONTRACT SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI
PENGADILAN MENURUT SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA
(Khairun Natijah, 2110112183, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 107 Halaman, 2025)

ABSTRAK

Indonesia mulai mengadopsi teknologi blockchain dan smart contract, namun penerapannya dalam
sistem hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Alat bukti elektronik diakui secara hukum
dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Smart contract berbasis teknologi blockchain
menawarkan efisiensi, transparansi, dan keamanan yang lebih baik dibandingkan kontrak]
konvensional, dengan kemampuan mengeksekusi secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah
disepakati tanpa keterlibatan pihak ketiga. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini
yaitu:1.Bagaimana keabsahan smart contract dalam konteks penggunaan teknologi blockchain sebagai
perjanjian menurut KUHPerdats?, 2. Apakah smart contract dalam konteks penggunaan teknologi
blockchain sebagai alat bukti elektronik yang sah di pengadilan menurut sistem hukum acara perdata
di Indonesia ?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan|
perundang-undangan dan bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat dilihat ketentuan ini
masih menimbulkan kekosongan hukum terkait mekanisme pembuktian smart contract dalam konteks
blockchain, diperlukan pembaruan regulasi yang komprehensif dan adaptasi terhadap perkembangan
teknologi. Regulasi harus mampu mengakomodasi kompleksitas teknologi tanpa mengurangi
kepastian hukum.
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ABSTRACT

Indonesia has begun to adopt blockchain and smart contract technology, but its application in the
legal system still faces various challenges. Electronic evidence is legally recognized in Article 5
paragraph (1) of Law Number 11 of 2008, which states that electronic information and/or electronic
documents are valid evidence. Blockchain-based smart contracts offer greater efficiency,
transparency, and security compared to conventional contracts, with the ability to execute
automatically based on agreed conditions without the involvement of third parties. The problems
discussed in this thesis are: 1. How valid are smart contracts in the context of using blockchain
technology as an agreement according to the Civil Code? 2. Are smart contracts in the context of]
using blockchain technology as valid electronic evidence in court according to the civil procedural
law system in Indonesia? The research method used is normative juridical, using a legislative
approach and descriptive analysis. From the results of the study, it can be seen that this provision still
causes a legal vacuum regarding the mechanism of proving smart contracts in the context of]
blockchain. Comprehensive regulatory updates and adaptation to technological developments are
needed. Regulations must be able to accommodate the complexity of technology without reducing
legal certainty.
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